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KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : 30 /KPTS/170/X/2019

TENTANG |
PENETAPAN KEMBALI PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERKAMPUNGAN TUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 64 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten
dan Kota, perlu menetapkan keputusan DPRD tentang
Penetapan Kembali Panitia Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Perkampungan Tua;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003
tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 3Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan ®Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan
- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Namor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234});

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5679);




5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 604 1);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Tala Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

7. Peraturan Dacrah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2018 Nomor 6);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
~ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hulkum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nemor 157);

2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun
2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian
Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024

3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor :
120/1970/B.HUKUM/SET tanggal 24 Oktober 2019 hal
Tanggapan Yuridis terkait Masa Tugas Pansus;

4. Keputusan Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I
Tahun Sidang 2019 tanggal 28 Oktober 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU ¢ Penetapan Kembali Panitia Khusus Pembahasan Rancangan
Peraturan Daerah Perkampungan Tua sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA :  Panitia Khusus melaporkan hasil pembahasan pada Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2019,

KETIGA :  Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan

pada APBD Kota Batam.




KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 28 Oktober 2019

WAKIL KETUA IIl DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BATAM;
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Lampiran

Keputusan DPRD Kota Batam

Nomor
Tanggal -

/KPTS/170/X/2019

28 Oktaber 2019

PENETAPAN KEMBALI PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA

PERKAMPUNGAN TUA

1. | NURYANTO, SH., M.H. ! Sy | KETUA
2. | MUHAMMAD KAMALUDDIN l RN NG | WAKIL KETUA I
3. | RUSLAN M ALI WASYIM, SH PENANGGUNG WAKIL KETUA I
JAWAB |
4. | IMAN SUTIAWAN, SE.. MM PEN‘;‘ESESNG WAKIL KETUA 1II
5. | RUSLAN M ALI WASYIM, SH KETUA F- PARTAI GOLKAR
6. | HARMIDI UMAR HUSEN WAKIL KETUA | F- PARTAI GERINDRA
7. | BUDI MARDIYANTO, SE,MM ANGGOTA | F- PDI - PERJUANGAN
8. | TUMBUR M SIHALOHO, SE ANGGOTA | F- PDI - PERTUANGAN
9. | AZHARI DAVID YOLANDA, SH., MH ANGGOTA F-PARTAI NasDem
10. | TAUFIK MUNTASIR ANGGOTA F-PARTAI NasDem
11. | Dre, IDES MADRI, MM ANGGOTA F- PARTAI GOLKAR
12. | AHMAD SURYA ANGGOTA | F- PARTAI GERINDRA
F- PARTA] KEADILAN
13. | ROHAIZAT, ST., MM ANGGOTA SEJAHTERA
F- PARTAI KEADILAN
14. | Drs. ZAINAL ARIFIN ANGGOTA =y
F- PARTAI AMANAT
_15. H. SAHRUL ANGGOTA NASIONAL
F- PARTAL AMANAT
16. | BIYANTO ANGGOTA NASIONAL
F- PARTAI HATI
17. | BOBI ALEXANDER SIREGAR ANGGOTA S b
F- PERSATUAN
18. | HENDRIK ANGGOTA KEBANGKITAN
BANGSA &
19, | MUHAMAD YUNUS, S.Pi ANGGOTA F- DEMOKRAT - PSI
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